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MOTTO:

ilmu, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah
 dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan pada
keduanya maka haruslah dengan itmu.

( HR Ibnu Asakir)

Ku Persembahkan unituk :

> Kedua orang tuaku tersayang yang selalu
memberikan do a dan dukungan serta doa yang tulus
demi masa depanku.

» Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan
satu persatu, terima Kasih atas dukungannya.

» Almamaterku.



ABSTRAK

KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM SURAT KUASA MENJUAL BENDA
JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

Oleh
Mahran Hadi

Surat Kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan
kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama
orang yang memberikan kuasa. (Pasal 1792 KUH Perdata).

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah kedudukan
surat kuasa menjual benda jaminan dalam perjanjian kredit menurut Undang-
Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan? Apakah akibat hukum
darisurat kuasa menjual benda jaminan dalam perjanjian kredit menurut Undang-
Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan?. Jenis penelitian hukum ini
adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan
di atas, dapat disimpulkan bahwa : Kedudukan Surat Kuasa Menjual dalam
konstruksi hukum perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, merupakan
pemberian kuasa yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
Perjanjian Kredit yang terjadi antara Debitur dengan Bank yang harus memenuhi
ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga sepanjang memenuhi unsur-unsur
syarat sahnya perjanjian baik secara subyektif maupun secara obyektif, maka
surat kuasa menjual tersebut dapat diberlakukan dalam pelaksanaan perjanjian
kredit dan jaminan antara nasabah dengan Bank, sehingga Surat Kuasa Menjual
harus atau wajib dibuat, untuk dipergunakan bila debitur macet atau wanprestasi.
Dan Akibat hukum Surat Kuasa Menjual dalam konstruksi hukum perjanjian
kredit dengan jaminan hak tanggungan, yaitu :Melindungi kepentingan Kreditur
selama hak preferen belum ada atau hak tanggungan belum lahir;Memberikan
kewenangan terhadap Bank apabila Debitur wanprestasi untuk mengambil
pelunasan piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan, dalam hal hasil
penjualan itu lebih besar dari pada piutang tersebut yang setinggi-tingginya
sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi HakTanggungan.

Kata Kunci : Surat Kuasa, Menjual Benda Jaminan, Kredit Perbankan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya pembangunan nasional, yang bertitik berat pada bidang
ekonomi yang mengelola kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuatan
ekonomi rill dengan memanfaatkan sarana permodalan yang ada, sebagai
sarana pendukung utama, membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar.
Peran perbankan dalam pembiayaan akan semakin besar, hal tersebut
disebabkan dana yang diperlukan dalam pembangunan berasal atau dihimpun
dari masyarakat melalui perbankan, yang kemudian disalurkan kembali kepada
masyarakat berupa pemberian kredit guna menuju ke arah yang lebih produktif.
Salah satu alternatif dalam pendanaan yang dapat digunakan adalah melalui
bank.

Daam pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum yang
mendapat perhatian yang serius diantaranya adalah Lembaga Jaminan, dimana
perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan
kebutuhan akan kredit. Ini memerlukan jaminan demi keamanan dalam
mel epas uang.Peningkatan kegiatan ekonomi, selalu dibarengi dengan kegiatan
dibidang perkreditan.Sedangkan kegiatan perkreditan ini pada hakekatnya
adalah suatu kegiatan hutang piutang.Pihak kreditur meminjamkan uangnya
dengan memperoleh keuntungan berupa bunga dari uang tersebut. Demikian

pula pihak debitur, dengan modal kredit itu ia dapat menjalankan usahanya.



Adanya hubungan pinjam meminjam tersebut diawali dengan perbuatan
kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang
dituangkan dalam bentuk perjanjian.Perjanjian diatur dalam Buku Il1 KUH
Perdata. Perjanjian tersebut terbuka dengan siapapun sesuai dengan salah satu
asasnya yaitu kebebasan berkontrak yang mengandung arti bahwa setiap orang
bebas untuk melakukan perjanjian apa sgja sepanjang tidak bertentangan
dengan undang-undang dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak ini
terdapat didalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Ketentuan ini berbunyi:
“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya”.

Didalam hukum perjanjian nasional, asas kebebasan berkontrak yang
bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan ini tetap perlu
dipertahankan. Yaitu “pengembangan kepribadian” untuk mencapai
kesgjahteraan dan kebahagian hidup lahir dan batin yang serasi, selaras dan
seimbang dengan kepentingan masyarakat.

Perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam
perjanjian kredit. Menurut Hukum Perdata Indonesia perjanjian kredit adalah
“salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam. Oleh karena itu, perjanjian ini
tunduk pada ketentuan KUHPerdata pada pasal 1754 sampa dengan pasal
1769 tentang perjanjian pinjan meminjam”.?> Perjanjian kredit adalah

perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewagjiban

! Mariam Darus Badrulzaman, 2001. Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti.
Bandung, him. 87

2Joni Emirson, 1998, Hukum Perbankan Indonesia, Kelompok Study Hukum dan
Bisnis FH UNSRI, Palembang, him. 109



antara debitur dan kreditur. Kreditur berkewajiban mencairkan pinjaman
sebesar pinjaman yang disetujui dan debitur berkewajiban mengembalikan
pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.
Pinjaman uang yang telah dicairkan kepada debitur tersebut mempunyai risiko
berupa debitur tidak dapat mengembalikan baik hutang pokok maupun bunga
tepat pada waktunya bahkan sama sekali, karena suatu hal debitur tidak mampu
lagi membayar hutangnya meskipun telah diberikan keringanan dan
kemudahan untuk mengembalikan pinjaman.

Pengertian bank seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan, bahwa bank adalahbadan usaha
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuksimpanan dan
menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka untuk meningkatkantaraf hidup rayat banyak.’

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998, Fungsi bank di Indonesia
adalah:

a. sebagal tempat penghimpun dana dari masyarakat Bank bertugas
mangamankan uang tabungan masyarakat seperti:
simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito.

b. Sebaga penyalur dana atau pemberi kredit pada Bank memberikan
kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha-usaha
produktif.
seperti:menyalurkan dana melalui kredit investasi, kredit modal kerja,
kerdit perdangan, kredit produktif, kerdit konsumtif, keredit profesi

adapun Fungsi Bank menghimpun dan menyalurkan dana itu berkaitan
erat dengan kepentingan umum. Perbankan harus dapat menyalurkan

*Sentosa Sembiring, 2000, Hukum Perbangkan. Mandar Maju. Bandung, him 2



dana tersebut ke bidang- ke bidang-bidang yang produktif, bagi
pencapaian sasaran pembangunan.*

Bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan
analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit-kredit yang diberikan oleh
bank itu adalah kredit-kredit yang tidak mudah menjadi kredit-kredit macet.
Bila kredit-kredit yang diberikan oleh suatu bank banyak mengalami
kemacetan, sudah barang tentu akan melumpuhkan kemampuan bank dalam
melaksanakan kewagjibannya terhadap para penyimpan dananya. Kemampuan
bank untuk dapat membayar kembali simpanan dana masyarakat banyak
tergantung pula dari kemampuan bank untuk memperoleh pembayaran kembali
kredit-kredit yang diberikan oleh bank tersebut kepada para nasabah
debiturnya.

Daam memberikan kredit, bank mengacu pada prinsip Five “C”, yaitu
Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy’Berkaitan
dengan prinsip collateral (jaminan), yang dimaksud dengan jaminan
berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah keyakinan atas kemampuan dan
kesanggupan debitur untuk melunas utangnya sesuai dengan yang
diperjanjikan. Hartono Hadisoeprapto berpendapat bahwa jaminan adalah

sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa

*www. Fungsi Bank. Com, Tanggal 11 Oktober 2019

®Gatot Supramono, 2002, Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan, Alumni,
Bandung, him.40



debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul
dari suatu perikatan.

Dalam praktek perbankan setiap pemberian kredit bank wajib
menggunakan akad perjanjian kredit secara tertulis sebagai alat bukti.
Biasanya perjanjian tersebut berbentuk baku atau standart yaitu perjanjian yang
telah dibuat secara sepihak oleh bank, sedangkan debitur hanya menyetujui
atau menyepakati isi perjanjian tersebut. Perjanjian kredit dapat dibuat secara
autentik maupun dibawah tangan. Akta perjanjian kredit sangat penting dan
mempunyai beberapa fungsi. Yaitu diantaranya:’

1. Sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu
yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang
mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.

2. Sebagal dat bukti mengenal batasan-batasan mengena hak dan
kewajiban diantara debitur dan kreditur.

3. Sebagai aat untuk melakukan monitoring.

Selanjutnya, untuk menjamin pembayaran kembali hutang yang telah
diberikan tersebut, maka kreditur mensyaratkan agar debitur menyediakan dan
memberikan jaminan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang
memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan
dengan menjual/melelang barang-barang tersebut bila debitur tidak membayar
hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Apabila di dalam hubungan perhutangan debitur tidak memenunhi

prestasi, kreditur mempunyai hak untuk menentukan pemenuhan hutangnya,

®Hartono Hadisoeprapto, 2002, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan,
Liberty, Y ogyakarta, him.50

"Joni Emirson, Op.Cit., him. 109



bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur
yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditur itu dilakukan
dengan cara menjual benda-benda jaminan dari debitur, yang kemudian hasil
dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hutang debitur.

Untuk dapat melaksanakan pemenuhan haknya terhadap benda-benda
tertentu dari debitur yang dijaminkan tersebut yaitu dengan cara melaui
eksekusi benda jaminan, maka kreditur harus mempunya atas hak untuk
mel akukan eksekusi melalui penyitaan eksekutorial.

K egunaan jaminan kredit adalah untuk :

a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan
dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar
kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;

b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai
usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau
proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat
dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian
dapat diperkecil;

c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya,
khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat
yang telah disetujui debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin
tidak kehilangan kekayaan yang dijaminkan kepada bank.®

Jaminan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada
pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara
mengeksekusi jaminan kredit perbankannya. Jaminan yang bak (ideal),
menurut Subekti adalah:

a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang
memerlukannya;

b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan
(meneruskan) usahanya;

®Thomas Suyatno, 2004, Kelembagaan Perbankan, Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, him.67



c. Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang
jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila diperlukan dapat
dengan mudah digunakan untuk melunasi utang si penerima (pengambil)
kredit.”

Daam praktek perbankan, seringkali bank, menerima jaminan
kredit berupa Hak Tanggungan yaitu hak atas tanah. Pengertian dari Hak
Tanggungan dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Dengan Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah yaitu:

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan
tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan
yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu
yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu,
terhadap kreditor-kreditor lain.”*

Pemberian hak tanggungan tersebut merupakan perjanjian
accesoir.sedangkan perjanjian pokoknya sendiri adalah perjanjian kredit.
Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit
merupakan sesuatu yang menentukan batal, atau tidak batalnya perjanjian lain
yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.

Pihak Bank disamping membuat perjanjian accesoir berupa pemberian
Hak Tanggungan juga membuat Surat Kuasa Menjual pada saat pembuatan
Akta Pemberian Hak Tanggungan, sedangkan Surat Kuasa Menjual itu tidak

ada hubungannya dengan pel aksanaan perjanjian kredit itu sendiri. Surat Kuasa

®Rachmadi Usman, 2003, Hukum Perbankan, Grafindo Persada, Jakarta, him.25.

10 905entosa Sembiring, Op.Cit., him.28.



Menjual itu baru akan berlaku pada saat terjadinya wanprestas dari si debitur.
Menurut pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996
Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Dengan Benda-Benda Yang
Berkaitan Dengan Tanah yaitu:“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak
Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan
Atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan
piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Dari pasal tersebut jelaslah bahwa pihak bank tanpa adanya Surat Kuasa
Menjual dapat mengeksekusi obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan
umum. Menurut Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Dengan Benda
Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yaitu:“Atas kesepakatan pemberi dan
pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat
dilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh
hargatertinggi yang menguntungkan semua pihak”.

Dari pengertian Pasal 20 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Surat
Kuasa Menjual itu baru dapat dibuat setelah debitor wanprestasi dan ada
kesepakatan untuk menjual obyek Hak Tanggungan dibawah tangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan kedudukan surat
kuasa menjua benda jaminan dalam perjanjian kredit, untuk maksud tersebut
selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : KEDUDUKAN DAN

AKIBAT HUKUM SURAT KUASA MENJUAL BENDA JAMINAN



DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN.
. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan surat kuasa menjual benda jaminan dalam
perjanjian kredit menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan?

2. Apakah akibat hukum dari surat kuasa menjual benda jaminan dalam
perjanjian kredit menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan?

. Ruang Lingkup dan Tujuan
Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejaan
dengan permasal ahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan
dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengankedudukan surat kuasa

menjual benda jaminan dalam perjanjian kredit menurut Undang-Undang No. 4

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Tujuan Pendlitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan
pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kedudukan surat kuasa menjual benda jaminan dalam perjanjian kredit

menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

2. Akibat hukum darisurat kuasa menjual benda jaminan dalam perjanjian

kredit menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan
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D. Defenisi Konseptual

1. Kedudukanberarti status, dalam Kamus Besar bahasa Indoneisa kedudukan
sering dibedakan antara pengertian kedudukan (Status) dan Kedudukan
sosial. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam
suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosid adalah tempat
seseorang dalam lingkungan peragulannya, serta hak-hak dan
kewajibannya.**

2. Surat Kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan
kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas
nama orang yang memberikan kuasa. (Pasal 1792 KUH Perdata).

3. Benda adalah semua obyek hak yang dapat menjadi obyek hak milik, baik
dalam arti benda berwujud maupun tidak berwujud.*?

4. Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk
melunasi Kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.™

5. Perjanjian Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewgjibkan pihak
meminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga. (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun
1998 tentang Perbankan)

6. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Ydigilib.unila.ac.id/10605/18/BAB%20I1.pdf, diakses tanggal 6 Oktober 2019.

12http://www.l eutikaprio.com/mai n/media/sample/Dasar%20-%20Dasar%20 Hukum
% 20 Bisnis_ISBN.pdf., diakses tanggal 6 Oktober 2019.

3 http://www.l eutikaprio.com/mai n/medi a/sampl e/ Dasar%20-%20Dasar%20 Hukum
% 20 Bisnis_ISBN.pdf., diakses tanggal 6 Oktober 2019
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Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut
benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk
pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. (Pasal 1 Ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Dengan Benda-Benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah).
E. Metode Penelitian

1. JenisPenedlitian
Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian
hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian
hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenisdan Sumber data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan
perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan
buku-buku lainnya
Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebaga data utama yang
diperoleh dari pustaka, antaralain :
a. Bahan hukum primer

3. Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari

peraturan perundang-undangan, antaralain, Kitab Undang-undang Hukum
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Perdata, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan,
Undang-Undang Nomor 10 Tahunm 1998 tentang Perbankan.
b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil
penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. Teknik Pengumpulan Data
Daam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan
yaitu melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk
mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan
menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian
serta mempelgari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan
permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar,
perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam
penulisan skripsi ini.
4. Teknik Analisa Data
Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan
diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kudlitatif, artinya
menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,
sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan
interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari
sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan

menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku
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khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu
hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum,
sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam
penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,
Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional,
Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab 11, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang
erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Syarat Sahnya
Perjanjian Kredit, Pengertian dan asas-asas Hak Tanggungan, Obyek Hak
Tanggungan, Pengertian Surat Kuasa Menjual.

Bab 111, merupakan pembahasan yang berkaitan denganK edudukan surat
kuasa menjual benda jaminan dalam perjanjian kredit menurut Undang-Undang
No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Akibat hukum darisurat kuasa
menjual bendajaminan dalam perjanjian kredit menurut Undang-Undang No. 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Bab 1V berisikan Kesimpulan dan saran
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